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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara Perdata  tertentu pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara  Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, _, 10 November 1998, umur 22 tahun,

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

kediaman di Jalan Palembang – Betung RT.023 RW.006, Kelurahan

_, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,

sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir,_,  15 Mei 1984, umur 36 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman

di  Perumahan PT.Sinar Mas Sejahtera Divisi  4,  Jalan Trans Pulau

Rimau RT.004 RW.003, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan Penggugat serta  memeriksa  bukti  surat  dan

saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor

474/Pdt.G/2020/PA.Pkb,  tanggal 06  Agustus  2020   mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut :
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal 23 Maret 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _

Kabupaten Banyuasin,  dengan kutipan akta  nikah Nomor  :_,  tanggal  23

Maret 2017; 

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan _ selama lebih kurang 5 (lima)

bulan,  kemudian  pindah  ke  mess  tempat  Tergugat  bekerja  di  Desa  _  ,

sampai akhirnya berpisah sekarang;

3. Bahwa,  selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di  dikaruniai  1

(satu) orang anak bernama _tetapi pada umur 5 (lima) bulan anak tersebut

meninggal dunia;

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan

tetapi  sejak  bulan  Oktober  2018,  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat  sudah  tidak  menafkahi  lahir  dan  bathin  selama  lebih

kurang 2 (dua) tahun;

4.2. Tergugat  sering  berkata  –  kata  kasar  dan  menyakiti  hati

Penggugat;

4.3. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga;

4.4. Tergugat keras kepala ingin menang sendiri;

5. Bahwa, pertengkar terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018, gara – gara

Tergugat sering marah – marah tidak jelas setelah 40 (empat puluh) hari

masa anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, akhirnya Penggugat

dan Tergugat cekcok, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan

hingga saat ini tidak kembali lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sekarang Penggugat tinggal dirumah

milik orang tua Penggugat di Desa _, sedangkan Tergugat tinggal di mess

tempat Tergugat bekerja di Desa _;
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6. Bahwa,  dengan  keadaan  keluarga  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas, maka  Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai melalui

Majelis  Hakim  yang  memeriksa perkara  ini,  kiranya  berkenan  menerima,

memeriksa,  mengadili  serta  memutuskan  perkara  ini  dengan  amar  putusan

sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat telah  hadir  di  persidangan,  akan tetapi Tergugat tidak  hadir  dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun

menurut  relaas  panggilan  Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya

mediasi sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan;

Menimbang,  bahwa  kemudian  Majelis  Hakim  telah  berusaha

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul

kembali  dengan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  namun  tidak  berhasil,  lalu

dilanjutkan  dengan  membacakan  surat gugatan  Penggugat  tertanggal  06

Agustus  2020   yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pangkalan Balai Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 06 Agustus 2020 yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

Penggugat  dan Tergugat  Nomor  0157/55/III/2017,  tertanggal  23  Maret  2017

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  _,  Kabupaten

Banyuasin,  Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah

dinazegelen,  kemudian  telah  disesuaikan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai

dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-

saksi sebagai berikut : 

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di RT 25 RW 06 Kelurahan _ Kecamatan _ Kabupaten

Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena

saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah

menikah pada tanggal 23 Maret 2017;

- Bahwa setelah  menikah Penggugat  dengan Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan _ kemudian pindah ke Mess

tempat kerja Tergugat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa  selama  berumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  berhubungan  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  1  (satu)

orang  anak,  namun pada  saat  berumur  5  (lima)  bulan  anak  tersebut

meninggal dunia;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun

dan harmonis namun sejak bulan Oktober  2018 sudah tidak rukun dan

tidak harmonis lagi  disebabkan karena sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah

tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar;
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- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dengan  Tergugat

bertengkar mulut;

- Bahwa sekarang  ini  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal sejak 10 Oktober 2018, Penggugat  pulang ke

rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa  selama  berpisah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidak ada nafkah dan komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. SAKSI  II,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 25 RW 06 Kelurahan _Kecamatan _

Kabupaten  Banyuasin,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  adalah Tetangga Penggugat dan  mengenal

Penggugat dan Tergugat yang bernama Mursolin;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri

yang sah; 

- Bahwa setelah  menikah Penggugat  dengan Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke mess Tergugat di desa

_, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa sekarang ini  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  rukun dan tidak  harmonis  lagi  disebabkan  karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan masalah ekonomi  dimana Tergugat  tidak bisa mencukupi

kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar namun saksi pernah ikut memediasi Penggugat dan Tergugat

agar rukun kembali;
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- Bahwa sekarang  ini  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke

rumah orang tuanya;

- Bahwa  selama  berpisah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Penggugat selanjutnya  menyatakan  tidak  akan

mengajukan  sesuatu  apapun  dalam  perkara  ini  dan  telah  menyampaikan

kesimpulannya  yang  pada  pokoknya  tetap  sebagaimana  surat gugatannya

serta memohon perkara ini segera diputuskan; 

Menimbang,  bahwa  segala  sesuatu  yang  menyangkut  pemeriksaan

dalam  persidangan  telah  dicatat  dalam  Berita  Acara  Sidang,  maka  untuk

menyingkat uraian putusan ini  cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita

Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan  Penggugat,  maka

perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara

orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor   50  Tahun  2009,  maka

perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  Penggugat

berdomisili  di  Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah

hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  bahwa  gugatan
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perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat,

sehingga  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Balai  berwenang  secara  relatif

memeriksa  dan  mengadili  gugatan  Penggugat.  Oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal 145  R.Bg.  jo Pasal  26  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, Penggugat dan Tergugat telah  dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan

mana Penggugat secara  in  person telah  hadir  dipersidangan,  sedangkan

Tergugat tidak hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  wakil  atau

kuasanya  tanpa  alasan  yang  sah,  sedangkan gugatan  Penggugat tidak

melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149

ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  (Buku  Kutipan  Akta  Nikah),

ternyata  adalah  akta  autentik,  terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat

adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2017, oleh karena

itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai

pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena Tergugat tidak  hadir  dalam

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

sebagaimana  dikehendaki  oleh  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pasal  154  R.Bg  dan  Pasal  131  Kompilasi

Hukum Islam serta  Peraturan Mahkamah Agung R.I.  Nomor  1  Tahun 2016,

namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini

adalah karena  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang,  bahwa terhadap dalil-dalil  gugatan tersebut  Tergugat tidak

memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut

hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui

dalil-dalil  yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan

mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul

Qur an, Juz 2, halaman 45 :

ل  ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

          له حق

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan

sedangkan orang tersebut  tidak memenuhi  panggilan tersebut,

maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

 Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat tidak  menggunakan  haknya  untuk  menyampaikan  jawaban  karena

tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil

secara resmi dan patut untuk hadir,  oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat

secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat.

Namun walaupun Tergugat dianggap mengakui dalil  gugatan Penggugat, tidak

serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan

perkara  perceraian  dengan  pertimbangan  dikhawatirkan  akan  timbul  suatu

kebohongan  besar  (de  groten  langen),  maka  Majelis  Hakim  tetap

membebankan  pembuktian  kepada  Penggugat untuk  menguatkan  dalil  atau

alasan-alasan perceraiannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti

mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai

condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini,

sehingga tidak perlu diulang lagi;
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Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah

keluarga  dan  orang-orang  yang  dekat  dengan Penggugat sehingga  patut

diyakini  bahwa  kedua  saksi  tersebut  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat

dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989  yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  pada  pokoknya  telah  menerangkan

bahwa  keadaan  rumah  tangga antara  Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga  mengakibatkan  Penggugat

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal  lebih kurang 2 (dua) tahun, kedua

saksi tersebut sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  diberikan

dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber

dari  penglihatan  dan  atau  pendengaran  sendiri,  keterangan  satu  dengan

lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan

pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal

171 R.Bg.  jo.  Pasal  308 -  309 R.Bg.,  dengan demikian saksi-saksi  tersebut

dipandang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materiil  bukti  saksi,

sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang

cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan

2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah

dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri  yang sah, menikah

pada  tanggal 23  Maret  2017  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  _,

Kabupaten Banyuasin,  Provinsi Sumatera  Selatan, dan telah dikaruniai 1

(satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada usia 5

(lima) bulan;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat

tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  rumah  tangga  dan  Tergugat

sering berkata-kata kasar;

- Bahwa  sekarang  ini  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun karena Penggugat pulang

ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun

kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

berpendapat  bahwa  dalil-dalil  dan  alasan gugatan  Penggugat  telah  terbukti

kebenarannya,  dengan demikian rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

telah  dipandang sampai  pada  kondisi  pecah  (broken  marriage)  serta  sudah

sangat  sulit  untuk  disatukan serta  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga Penggugat dengan

Tergugat dapat  dilihat  dari  fakta  di  mana  telah  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan  antara Penggugat dan Tergugat yang  berakhir  dengan pisah

tempat  tinggal  (Scheiding  van  tafel  end  bed) selama 2  (dua)  tahun,  serta

upaya  damai  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  selama  pemeriksaan

perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi  bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi

harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  rumah  tangga Penggugat dengan

Tergugat telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)  dan  atau  keluarga  yang  sakinah,

penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  perselisihan  yang  bersifat  terus-

menerus  dan  tidak  ada harapan  bagi  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  hidup

rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan

batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat

dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan

dampak  yang  tidak  baik  bagi  kedua  belah  pihak  ataupun  salah  satu  pihak

diantaranya.  Oleh  karena  itu,  menceraikan  Penggugat  dari  Tergugat  adalah

lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang

berbunyi: 

                                  

Artinya : Menolak  kemudharatan  (keburukan)  lebih  diutamakan  daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di

atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas

diri Tergugat telah  memenuhi  alasan  yang  cukup  sebagaimana  ditentukan

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka gugatan  Penggugat sudah

sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  selama  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan  belum

pernah  bercerai,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  (c)

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in Sughro;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor:  7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan,  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di depan sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  berdasarkan  Musyawarah  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Selasa tanggal 01 September

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami

Rifky  Ardhitika,  S.H.I.,  M.H.I.,  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis  serta  Uut

Muthmainah, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  yang  didampingi  oleh  Hakim-hakim  Anggota

tersebut, dengan Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Uut Muthmainah, S.H.I.

KETUA MAJELIS

TTD

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.
HAKIM ANGGOTA

TTD

Rivaldi Fahlepi, S.H.
PANITERA PENGGANTI

TTD

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.
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Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran; = Rp.       30.000,00
2. Biaya Proses; = Rp.       50.000,00
3. Biaya Panggilan; = Rp.      750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P & T; = Rp.       20.000,00
5.

6.

Biaya Redaksi;

Biaya Meterai;

=

=

Rp.

Rp.

      10.000,00

        6.000,00
J u m l a h      = Rp     866.000,00

                                                     (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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